
KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 57 I PP.o+.2-Kpt I 3218 I Kab lYt I 2o2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NoMoR 22 /PP.o4.2-Wtl 3218 lKab /rtr l2o2o
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O, yang menyatakan

bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang

ditunda karena te{adi bencana nonalam Corona Virus

Disea.se (COVID-I9) dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2O2Ot

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 258lPL.O2-WtlOl IKPU lVl l2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O, yang

b

menetapkan

EALII{AN
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c.

menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakit

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lan_iutan Tahun 2O2O

dimulai dari tahapan yang tertunda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Pembahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 221PP.O4.2-

Kptl32LSl[<ablllll202D tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang
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3. Undang;Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLT

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke{a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penlrelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah.

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum. Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaratrn Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota fBerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL7 Nomor 1a98);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.
2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, .
terakhir densan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor. . .
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Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169|PP.O4.2-

Kpt/03/KPU llll/2O2O tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.O6.4-

KptlO3ll<PU llll2020 tentang Pedoman Telmis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutaktriran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258{PL.O2-

Kpt/01 IKJU lWl2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218 lKab lYll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran I"anjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 92 I BA I 321 8/ Kab/VI / 2O2O tentang

Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara

se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :4411PL.O2-

SD/01 IKPU lVll2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan {PPK} dan Panitia

6

7

8

Pemungutan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 22 /PP.O4.2-Kptl 3218 lKab ltrrl2O2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITTA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDAMULIH

KABUPATEN PANGANDARAN DAI.,AM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam

Penvelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

Ia.mpiran Keputusan -vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Dikhrm KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Dilictum KESATU selama 8 (delapanl bulan, terhitung

sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31 Januari 2O2L.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
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Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
l. d,tstcttt t ItlAtl.lll,

/

J-

Jt{ K,

,ttl

.q
.a>

.C7

L,
,c
?
(,)
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I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR s7 I PP.o4.2-Kpt I 32t8 I Kab lvr I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 22 IPP .o4 .2-Kpt I 32L8 lKab lrrr I 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITI,A PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN

PANGANDARAN DAI.AM PEI\TYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

DAI.AM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

DESA NAMA

vtr\raL\.rr I \J

1. TAMSUR HIDAYAT L

z. rr\l'rut tt \J t\l''Al' tav.l,l u

3. IMAN SETIAWAN L

1. ERI DANI HAMDANI L

2. BE:fl FITRIA P

3. SISKA EKA YANTI P

I(ALIJATI

I, !2!, SAEPUL ANII/AR= S.Pd. I

2. RONI GALIH MUSTII(A,
dh1

L

3. MINA KURNIATIN P

KERSARATU

1. ANANG SUHARNA L

2. AGUNG NUGRAHA L

3. DIANWIATI NALIANI P

JENIS KELAMIN

CIKEMBULATT
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Salinan sesuai dengan aslin"va
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

9Ltl, .l ttltt tlltl,

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

LrJ

PAJATEN

1 . P.U!,,IAI{, S.Pd.,}[.Pd I

2. TRIONO L

3. RiAi\ii RAiiMATIii/\ v

SIDAMULIH

7. AZIS ARIANA AORI L

2. HODIJAH P

3. DEDE SANDIKA L

^? 
ttt a hFdTrt

ugvrrL

1. HIDAYAT L

d? rmnrall l
z. vv

?

3. LUSI WIJLANDARI P

\
<,

)F-\a-- /
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